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Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

Jumiah bshan konsep penetapan bendshara
penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara

penerimaan pembantu dan bendahara

pengeluaran SKPD dan SKPKD (BUD) serta
Penyiapan konsen penetapan pejsbat lainya

dalam rangka pelaksanaan APED

Jumlah Draft Konsep Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran dan

Bendahara

Pembantu

Jumiah kansep perubahan pejabat yang diberl
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Kas Daerah
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bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan

Jumlah Naskah Dinas Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
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dalam Penyusunan Pedoman
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Tersedianya d

transfer ke
KPPN-DIPK Kementerian Keuangan melalui
Aplikasi (SIMTRADA) Sistem Informasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa

DIPK Kementerian Keuangan melalui Aplikasi
(SIMTRADA] Sistem Informasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa

Tersedianya draft laporan dana transfer ke
DIPK Kementerian Keuangan melalui Sistem
Rekonsiliasi Elektronik Transfer [SiRetra)

Jumlah draft laporan dana transfer ke DIPK
Kementerian Keuangan melalui Sistem
Rekonsiliasi Elektronik Transfer (SiRetra)

Tersedianya draft laparan persyaratan DAU
ke DIPK Kementerian Keuangan
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d
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belanja daerah
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Terlaksananya rekonsiliasi BMD rekonsilizsi BMD kebljakan kebijakan
Tersusunnya dokumen hasil “Jumiah dokumen hasil pematauan
pematauan dan evaluasi dan evaluasi

Tersusunnya dokumen analisis
penyafian informas! kevangan dan
fion keuangan

Jumlah dokumen analisis penyajizn
informasi keuangan dan non
keuangan

Analis Pengelolaan Pengolah Data Laporan
Kekayaan Daersh fAasl: RasDm Realisasi Neraca
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah dokumen laporan Jumiah laporan belanja Jumlah Dokumen Neraca
daftar hasil pengadaan BMD modal dserah (GMD) Barang Milik Daerah (BMD)
Jumiah dokumen berita acara |

Tomiah dokumen R Jurmlah Dokumen Berfta
pembukuan Barang Milik daerah (BMD) Acara Rekansiliasi Barang

Milik Dagrah (BMD)

Perencana Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

-t SEKRETARIAT
SASARAN INDIKATOR KINERJA
M= ] SR Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatnya nilai indeks
kepuasan masyarakat

Nilai indeks kepuasan
masyarakat

Terselenggaranya Administrasi
Umum dan Kepegawaian

Jumlah Dokumen Administasi
Umum dan Kepegawaian

Terselenggaranya Administrasi
Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan

Sub Bagian Umum Dan Kepagawaian

Sasaran

Sub Bagian Keuangan

Sasaran

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Pelaporan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah

Perencana Ahli Pertama

Sasaran

Indikator Kinerja

Tersedianya Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Masyarakat yang telah diverifikasi

Tersedianya Laporan Survei Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Laporan Survei Kepuasan

Rumah Tangga Dinas

Terselenggaranya Pengelolaan Urusan

Dinas

Jumlah Dokumen Urusan Rumah Tangga

Penyimpanan Barang Milik Daerah

Terselenggaranya Pengelolaan dan

Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah

Hubungan Masyarakat

Terselenggaranya Urusan Keprotokolan dan

hubungan masyarakat

Jumlah kegiatan urusan keprotokolan dan

Tersedianya Konsep penyusunan daj
evaluasi Standar Operasional Prosed|

n Jumlah Dokumen Standar Operasional

ur Prosedur

Terselenggaranya pengelolaan arsip dinas

Jumlah Daftar Arsip

Terselenggaranya Dokumen Kepegawaian

Jumlah Dokumen Kepegawaian

Tersedianya bahan peningkatan

Jumlah Rekomendasi dari BKPSDM

Tersedianya pengajuan
pencairan belanja dan
pengeluaran pembiayaan
yang telah diverifikasi

Jumlah laporan pengajuan
pencairan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang telah diverifikasi

Terlaksananya pencatatan
pengelolaan keuangan yang

telah diverifikasi

Jumlah laporan pencatatan
pengelolaan keuangan yang telah
diverifikasi

Tersedianya laporan
keuangan badan yang telah

diverifikasi

Jumlah laporan keuangan badan
yang telah diverifikasi
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